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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan


Berdasarkan hasil kerja praktek yang penulis lakukan pada Direktorat Metrologi Bandung bagian keuangan mengenai prosedur penggajian maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Prosedur penggajian yang dilaksanakan oleh Direktorat Metrologi terdiri dari :

a. Pembuatan daftar Gaji berupa SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar), kemudian dikirimkan ke KPPN dan menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). 
b. SP2D diserahkan ke Bendaharawan Gaji, oleh Bendaharawan Gaji diproses dan mencetak slip gaji.
c. Bendaharawan Gaji menerima uang gaji dari Bank, kemudian diberikan kepada pegawai berupa slip gaji.
d. Pegawai menandatangani daftar gaji sebagai bukti bahwa pegawai tersebut telah menerima gajinya.
2. Gaji yang diterima setiap pegawai berbeda-beda sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Metrologi Bandung. 
a. Gaji pokok diberikan berdasarkan golongan, pangkat, jabatan dan masa kerja pegawai yang berasal dari peraturan pemerintah No.11 Tahun 2003, tentang perubahan gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2001.
b. Tunjangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil pada umumnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Adapun tunjangan yang diberikan sebagai berikut :

· Tunjangan keluarga

· Tunjangan jabatan

· Tunjangan beras

c. Potongan gaji yang dikenakan pegawai setiap bulan meliputi :

· Potongan iuran KORPRI
· Potongan iuran Dharma Wanita
· Potongan Amal Bakti

· Potongan cicilan KPR BTN

· Potongan Koperasi
3. Perincian Perhitungan gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil  berupa:
· Gaji pokok
· TKK (Tunjangan Kompensasi Kerja)
Adapun perhitungannya sebagai berikut :

Gaji Bersih = Jumlah gaji kotor – jumlah potongan
4.2 Saran
Saran yang dapat penulis berikan kepada Direktorat Metrologi Bandung selama kerja praktek  yaitu sebagaui berikut :
1. Dalam pelaksanaan prosedur penggajian agar lebih teliti sehingga tidak terjadi kesalahan.

2. Sebaiknya ketentuan-ketentuan mengenai gaji pokok, tunjangan dan potongan yang ditetapkan oleh Direktorat Metrologi Bandung kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan sesuai dengan potensi atau kemampuan setiap pegawai, agar tercipta keadilan dalam hal pemberian gaji.

3. Dalam melakukan perhitungan gaji perlu kedisiplinan dalam menjalankan prosedur pencatatan waktu hadir, seperti memberikan sanksi yang jelas terhadap karyawan yang terlambat masuk kerja, agar prosedur penggajian Direktorat Metrologi Bandung berjalan secara efektif dan efisien.
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